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REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VDPRRI
(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINZGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR MASIONAL, DAN BPWS)

Tahun Sidang . 2017 -2018

Masa Sidang DV

Rapat . Ke-

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Hari/Tanggal - Selasa, 10 Juli 2018

Sifat . Terbuka

Pukul : 14.30 WIB s.d 17.40 WIB

Tempat © Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),

Gedung Nusantara. R

Acara + 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2018 sampai dengan Bulan

Mei 2018.

2. Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan
prioritas anggaran K/L TA.2019 masing-masing unit Eselcn I
Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V DPR RI.

Ketua Rapat © Drs. Anton Sukartono Suratto, MSi

Sekretaris . Dra. Prima M.B. Nuwa, MSi

Hadir Anggota : dari 53 orang Anggota Komisi V DPR RI

Hadir Mitra . Sekjen, Iren, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang

Kementerian Perhubungan heserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka
untuk umum.

2. Kelua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan
Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balitbang iementerian Perhubungan pada hari ini
adalah: ' -

1) Evaluasi Pelaksanaan APBN TA.2018 sampai dengan Bulan Mei 2078.
2) Membahas alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan prioritas anggaran KiL TA.2019
masing-masing unit Eselon | Kementerian/_embaga Mitre Kerja Komisi V DPR RI.

3. Ketua Rapat mempersilakan Sekjen, Irjen, Kepala BPSDM-P, dan Kepala Balittang
Kementerian Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi ¥V DPR RI untuk menyampaikan
pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2



IIl. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT :

1.

Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen, Itien, Balitbang, dan Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) Kementerian Perhubungan
mengenai capaian terhadap target pelaksanaan APBN TA 2018 sampai dengan Semester I.
Selanjutnya Komisi V DPR RI meminta agar Setjen, ltien, Balitbang, dan BPSDMP Kementerian
Perhubungan melakukan upaya untuk peningkatan penyerapan anggaran yang efisien dan efektif
sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018.

. Komisi V DPR RI dapat memahami penjelasan Setjen, Itien, Balitbang, dan BPSDMP Kementerian

Perhubungan mengenai rincian program dan alokasi Pagu Anggaran untuk Eselon | dalam
pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019, sebagai berikut;

Dalam Ribu Rupiah
USULAN
PAGU INDIKATIF o
No. Unit Kerja/Program PAGU KEBUTUHAN |  [Sesual Surat TA 2019
ersama Menkeu dan ;
Kepala Bappenas) (Sesuai Surat Menhub
No. KU.002/20/5 PHB
18 Tgl 14 Mei 2018)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 104.049.055.186 44.132,798.484 44.132.798.484
SEKRETARIAT JENDERAL
1. | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan 941.157.698 534.519.373 547.519.373
Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan
2. | INSPEKTORAT JENDERAL
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas 110.958.373 92.567.748 92.567.748
Aparatur Kementerian Perhubungan
3. | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian 189.863.362 122.220.397 122.220.397
Perhubungan
4, | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERHUBUNGAN | 7.584.957.494 3.593.254.,165 3.503.254.165
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan

Selanjutnya Komisi V DPR RI bersama dengan Setjen, ltjen, Balitbang, dan BPSDMP Kementerian
Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan anggaran sesuai dengan usulan penyesuaian pagu
indikatif TA 2019 yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas sesuai dengan
mekanisme pembahasan RUU tentang APBN di DPR RI.

Sebagai tindaklanjut Rapat Kerja tanggal 6 Juni 2018, maka Setjen, Itjen, Balitbang, dan BPSDMP
Kementerian Perhubungan sepakat untuk menyesuaikan rincian program dan menyempurnakan
RKA-K/L masing-masing Eselon | dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2019, sesuai
dengan saran dan pendapat Komisi V DPR Rl yang disampaikan dalam rangkaian proses
pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2019.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 17.40 WIB.
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